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ABS TRA K  

Pembangunan rumah swadaya merupakan salah satu program Kementerian PUPR yang 
dijalankan oleh Ditjen Perumahan. Menurut hasil pendataan, Indonesia memiliki 2,3 juta rumah 
yang tidak layak huni. Kondisinya berkisar dari ringan hingga parah. Untuk daerah dengan 
jumlah rumah tidak layak huni di wilayah Indonesia terdistribusi secara merata. Untuk 
mengatasi permasalahan tersebut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
membuat program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Program ini bertujuan 
untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memiliki rumah yang layak huni. 
Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor penghambat dari pelaksanaan 
pembangunan pada program BSPS di Kelurahan Ranggamekar. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini berfokus pada pelaksanaan program 
stimulan perumahan swadaya di Kelurahan Ranggamekar, Kecamatan Bogor Selatan, Kota 
Bogor. Berdasarkan hasil penelitian, pada pelaksanaannya masih banyak pembangunan 
rumah swadaya yang tidak sesuai dengan standar teknis, hal itu terjadi karena beberapa 
kendala yang muncul dalam proses pembangunan. Diantaranya, material swadaya yang tidak 
sesuai dengan spesifikasi teknis, cuaca hujan yang tidak menentu, ketidaksiapan swadaya 
penerima bantuan dan juga kurangnya pengetahuan tukang. 
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ABS TRACT 

The construction of self-help houses is one of the Ministry of PUPR's programs run by the 
Directorate General of Housing. According to data collection, Indonesia has 2.3 million houses 
that are uninhabitable. The condition ranges from mild to severe. The number of uninhabitable 
houses in Indonesia is evenly distributed. To overcome these problems, the Ministry of Public 
Works and Public Housing created the Self-Help Housing Stimulant Assistance (BSPS) 
program. This program aims to help low-income people (MBR) have livable homes. The 
purpose of this research is to find out the inhibiting factors of the development implementation 
of the BSPS program in Ranggamekar Village. This research uses a qualitative descriptive 
method approach, this research focuses on the implementation of the self-help housing 
stimulant program in Ranggamekar Village, South Bogor District, Bogor City. Based on the 
results of the research, in its implementation there are still many self-help housing 
developments that are not in accordance with technical standards, it happens because of 
several obstacles that arise in the development process. Among them, self-help materials that 
are not in accordance with technical specifications, erratic rainy weather, unpreparedness of 
self-help recipients and also the lack of knowledge of builders. 
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1. Pendahuluan 

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki masalah dengan perumahan yang tidak layak 
huni[1 ]. Menurut hasil pendataan, Indonesia memiliki 2,3 juta rumah yang tidak layak huni. Kondisinya 
berkisar dari ringan hingga parah. Untuk daerah dengan jumlah rumah tidak layak huni di wilayah 
Indonesia terdistribusi secara merata[2]. Hal ini terjadi karena ledakan populasi, hanya dalam beberapa 
tahun ini menimbulkan masalah, permasalahan tersebut antara lain adalah keberadaan masyarakat 
berpenghasilan rendah, perumahan kumuh dan tidak layak huni di berbagai daerah yang tentunya 
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permasalahan ini harus dicarikan solusinya[3]. Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang 
menyebabkan ketidakmerataan dalam pembangunan[4]. Pembangunan pada hakikatnya adalah 
perubahan terencana dari suatu keadaan ke keadaan lain yang dianggap lebih baik. Bentuk kebijakan yang 
dapat dilakukan adalah memberikan kebijakan yang meningkatkan kesejahteraan rakyat[5]. 

Pembangunan rumah swadaya merupakan salah satu program Kementerian PUPR yang dijalankan 
oleh Ditjen Perumahan. Dimana program ini bertujuan untuk membantu masyarakat berpenghasilan 
rendah (MBR) memiliki rumah yang layak huni[6]. Program BSPS ini berasaskan gotong royong[7]. 
Rumah layak huni adalah rumah yang ada di lokasi permukiman serta berfungsi sebagai lingkungan 
tempat tinggal dan dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang 
kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan/kawasan perdesaan[8]. Pembangunan rumah swadaya pada 
program BSPS (bantuan stimulan perumahan swadaya) sering menghadapi masalah besar karena tidak 
memenuhi standar teknik yang berlaku. Rumah rumah ini biasanya dibangun tanpa memperhatikan 
standar teknis yang diperlukan untuk memberikan keamanan, ketahanan, dan kenyamanan bagi 
penghuninya. Keterbatasan sumber daya dan masalah ekonomi mungkin juga menyebabkan perbedaan 
antara rumah swadaya BSPS dan standar teknik yang diharapkan. Akibatnya, diperlukan upaya yang lebih 
besar untuk memastikan bahwa pembangunan rumah swadaya BSPS dapat memenuhi standar teknik 
yang ada dan memberikan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan[9]. 

Pada pelaksanaan program BSPS ini tidak sedikit pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana 
teknis, terjadinya penyaluran bantuan yang tidak tepat, dan juga sering terjadi keterlambatan pada proses 
pembangunan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut peneliti mengambil judul analisis kendala-
kendala praktis dalam pelaksanaan program BSPS: studi kasus pembangunan rumah swadaya di 
Kelurahan Ranggamekar, Kec. Bogor Selatan, Kota Bogor, dengan tujuan agar mengetahui faktor 
penghambat dari pelaksanaan pembangunan pada program BSPS ini. 

2. Tinjauan Pustaka 

2.1. Manajemen Kontruksi  

Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber 
lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu[10]. 

Proyek adalah rangkaian kegiatan yang mempunyai dimensi waktu, dimensi fisik dan dimensi biaya, 
guna mewujudkan gagasan serta mendapatkan tujuan tertentu[11]. 

Konstruksi merupakan suatu kegiatan membangun sarana maupun prasarana. Dalam bidang arsitektur 
atau teknik sipil, sebuah konstruksi juga dikenal sebagai bangunan atau satuan infrastruktur pada sebuah 
area atau pada beberapa area. 

Manajemen proyek adalah semua perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan koordinasi suatu 
proyek dari awal (gagasan) hingga berakhirnya proyek untuk menjamin pelaksanaan proyek secara tepat 
waktu, tepat biaya dan tepat mutu[12]. 

Menurut Imam Heryanto, 2013 tujuan dan manfaat adanya manajemen proyek konstruksi antara lain: 

1. Efisiensi, baik dari sisi biaya, sumber daya maupun waktu.  

2. Kontrol terhadap proyek.  

3. Meningkatkan kualitas.  

4. Meningkatkan produktivitas.  

5. Bisa menekan risiko yang timbul sekecil mungkin.  

6. Koordinasi internal yang lebih baik.  

7. Meningkatkan semangat, tanggung jawab serta loyalitas tim terhadap proyek 

Ada berbagai jenis proyek konstruksi, bergantung pada sektor konstruksi yang berbeda. Ada dua sektor 
dalam konstruksi: perumahan dan komersial. Bergantung pada sektornya, dapat terdapat hingga empat 
jenis proyek: 
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Konstruksi industri berat 

c. Konstruksi komersial dan kelembagaan 

d. Konstruksi teknik  

2.2. Prinsip Perencanaan Teknis Program BSPS  

Berikut prinsip perencanaan teknis Program BSPS: 

1. Memilih jenis kontruksi rumah sesuai kondisi lingkungan dan ketersediaan material 

2. Pemilihan teknologi perbaikan dan pembangunan rumah (ferosemen, panel, dll) 

3. Memaksimalkan penggunaan bahan bangunan bekas yang masih dapat digunakan (reuse) 

4. Memanfaatkan bahan bangunan local  

2.3.  Standar Rumah Layak Huni Program BSPS  
Berdasarkan standar rumah layak huni, pembangunan rumah pada program BSPS ini mengacu pada 

kebijakan persyaratan rumah layak huni[13], diantaranya: 

1. Kepmenkimpraswil No.403/2002 (Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat) 

2. UU No. 28/2002 (Bangunan Gedung) 

3. Permen PUPR No.5/PRT/M/2016 (IMB); Paragraf 2: Dokumen Rencana Teknis Bangunan 
Gedung Sederhana 1 (satu) lantai. 

4. Kriteria SDGs (Sustainable Development Goals) 

Berikut standar pembangunan rumah layak huni dan perencanaan teknis rumah pada program 
BSPS[14]: 

1. Ketahanan Bangunan 

Komponen struktur dan non struktur memenuhi kaidah konstruksi, menggunakan bahan bangunan 
ber-SNI. Berikut merupakan syarat pokok ketahanan bangunan: 

a. Kualitas bahan bangunan yang baik 

b. Keberadaan dan dimensi struktur yang sesuai 

c. Seluruh elemen struktur utama tersambung dengan baik 

d. Mutu pengerjaan yang baik 

2. Luas Bangunan 

Luas lantai per kapita per orang: 7,2 m2, jika ada 5 penghuni maka luas rumah: 5 x 7,2 = 36 m2. 

3. Sanitasi 

a. Tersedia di setiap rumah,  

b. Kloset leher angsa,  

c. Tersambung ke SPAL/septic tank yang disedot minimal 5 tahun sekali. 

4. Air Minum 

a. Tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna 

b. Tersedia minimal 12 jam sehari 

c. Jarak jangkau maksimal 30 menit 

d. Tidak mengandung mikroorganisme dan logam berat 
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2.4. Standar Teknis Pembangunan Program BSPS  
1. Pondasi 

 
2. Sloof 

 
3. Kolom 

 
4. Balok 
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5. Atap 

 
6. Dinding 

 

3. Metodologi Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan metode deskriptif kualitatif, yaitu jenis penelitian yang 
digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah instrument utama[15]. 
Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan program stimulan perumahan swadaya di Kelurahan 
Ranggamekar, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, dengan mempertimbangkan factor-faktor berikut: 

a. Prinsip perencanaan teknis program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS). 

b. Standar teknis pembangunan rumah swadaya. 

c. Faktor penghambat pelaksanaan pembangunan. 

Pengamatan dilakukan untuk mendapatkan data primer. Data primer diperoleh dengan melakukan 
pengamatan langsung di lapangan. Selain data primer, peneliti juga mengumpulkan data sekunder berupa 
dokumentasi dan melakukan studi literatur baik dengan tujuan mengumpulkan berbagai fakta dan 
informasi yang relevan. Dapat dilihat pada bagan alir dibawah ini.  
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Gambar 3.1 Bagan alir penelitian 

4. Hasil dan Pembahasan 

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan salah satu program Kementerian 
PUPR yang dijalankan oleh Ditjen Perumahan. Dimana program ini bertujuan untuk membantu 
masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memiliki rumah yang layak huni. Bergantung pada sektornya 
program BSPS ini termasuk kedalam jenis proyek renovasi dan bangunan tinggal. Karena program ini 
pada dasarnya tidak melakukan pembangunan dari awal melainkan memperbaiki/merenovasi bangunan 
rumah tinggal yang tidak layak huni. Program ini dibagi menjadi 4 tahapan diantaranya tahap persiapan, 
perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan. Pemerintah memberi bantuan sebanyak Rp 20 Juta dengan 
rincian Rp 17,5 juta untuk pembelian bahan bangunan dan Rp 2,5 juta untuk upah tukang. Jika biaya 
perbaikan rumah melebihi besar biaya bantuan, biaya tersebut masuk kedalam swadaya 
masyarakat/ditanggung penerima bantuan.  

Penerima bantuan program BSPS pada Tahun 2023 di kelurahan Ranggamekar, Kecamatan Bogor 
Selatan, Kota Bogor sebanyak 49 unit rumah. 

Program ini tentu saja memiliki standar teknis untuk Pembangunan rumah swadaya, namun pada 
pelaksanaannya ada saja pembangunan yang tidak memenuhi standar teknis yang telah ditetapkan. Hal itu 
terjadi karena tidak dilakukannya sosialisasi terhadap tukang terkait pedoman teknis dalam pembangunan 
rumah, banyaknya tukang yang ngeyel dengan pendapatnya sendiri berdalih tukang tersebut membangun 
berdasarkan pengalaman yang telah dilakukan. Salah satu contoh pelaksanaan teknis yang tidak sesuai yaitu 
pemasangan jarak antar Sengkang yang lebih dari 15-20 cm dan tidak adanya angkur pada tiap sambungan 
kolom dan sloof maupun pada sambungan kolom dan balok. Berikut pelaksanaan pembangunan yang 
tidak sesuai dengan standar teknis BSPS yang dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut: 

Tabel 4.1 Pelaksanaan pembangunan yang tidak sesuai standar teknis BSPS 

Komponen Standar Teknis Realisasi Keterangan 

Balok  

 

 

 

 

Tulangan 

tidak 

terselimuti 

beton 
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Balok  

 

 

Jarak 

sengkang 

lebih dari 15 

cm 

Dinding  

 

 

Penyusunan 

hebel tidak 

sesuai 

Pondasi  

 

 Kedalaman 

pondasi 

<60cm 

 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terdapat beberapa kendala yang muncul dalam proses 
pembangunan, diantaranya sebagai berikut: 

a. Material swadaya yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis 

b. Pelaksanaan pembangunan yang tidak memenuhi standar teknis 

c. Cuaca hujan yang tidak menentu 

d. Ketidaksiapan swadaya penerima bantuan 

e. Kurangnya pengetahuan tukang 

4. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian pelaksanaan program bantuan stimulan swadaya di 
Kelurahan Ranggamekar, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, peneliti menyimpulkan bahwa pada 
pelaksanaannya masih banyak pembangunan rumah swadaya yang tidak sesuai dengan standar teknis, hal 
itu terjadi karena beberapa kendala yang muncul dalam proses pembangunan. Diantaranya, material 
swadaya yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, cuaca hujan yang tidak menentu, ketidaksiapan 
swadaya penerima bantuan dan juga kurangnya pengetahuan tukang.  
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